
BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 6!/ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Pasal Pasal 160 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa
pergeseran anggaran antar unit organisas, antar kegiatan, dan
antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam

jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dilakukan dengan
cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD sebagai dasar pelaksanaan,

b. bahwa berdasarkan ketentuan angka (S5) huruf (c) sub angka 4
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

910/106/SJ tentang Petunjukn Teknis Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban
Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri

yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa

Penyesuaian alokasi Dana BOS dilakukan dengan terlebih
dahulu melakukan perubahan perkada tentang Penjabaran
APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk

selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD,

c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat
Nomor : 903-322-2018 tentang Alokasi Dana Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Solok 2
Selatan Tahun Anggaran 2018 PA



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b serta huruf c, perlu melakukan perubahan
kedua atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan

o Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan

Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348),

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355),

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049), aa a



10.

11,

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234):

9.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Indonesia Nomor 5657),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem@
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

15.

16.

Republik Indonesia Nomor 4576),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), 5.9,



17.

18.

19.

20.

21,

22.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4592),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 5165):

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219),

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5948),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018,

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018,

27 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Solok Selatan, "A 2



Menetapkan

28. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 38
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok
Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan
Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

(O5eberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 56), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2018 Nomor 38).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah

812.266.601.366,00 bertambah/ berkurang sejumlah 23.797.028.932,00 sehingga menjadi

836.063.630.298,00 dengan rincian sebagai berikut :

O. Pendapatan Daerah

a. Semula 782.113.583.000,00

b. Bertambah / (berkurang) Rp 23.797.028.932

Jumlah Pendapatan Setelah Pergeseran 805.910.611.932,00

B. Belanja Daerah

a. Semula 812.266.601.366,00

b. Bertambah / (berkurang) Rp 23.797.028.932

Jumlah Belanja Setelah Pergeseran 836.063.630.298,00

Surplus (Defisit setelah Pergeseran) Rp (30.153.018.366)

C. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp 34.653.018.366

2) Bertambah / berkurang) Rp - ny &

"1



Jumlah Penerimaan Setelah Pergeseran Rp 34.653.018.366

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 4.500.000.000

2) Bertambah / (berkurang) Rp -

Jumlah Pengeluaran Setelah Pergeseran Rp 4.500.000.000

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Pergeseran Rp 30.153.018.366

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Pergeseran Rp -

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I
Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

4. Semua Lampiran yang tercantum didalam Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro

padatanggal 99 #41 2018

BUPATI SOLOK SELATAN

Oo naMUZNI Z 2
Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal ND Ma 2018

S S DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR


